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KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dari Hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD memuat kondisi
ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
RAPBD dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah serta strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 disusun berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan merupakan
salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi
dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

KUA disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
yang diketuai oleh Sekretris Daerah dan selanjutnya dituangkan
dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Selanjutnya dalam
pasal 87 ayat (1) disebutkan KUA disampaikan oleh Kepala
Daerah kepada DPRD wuntuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. KUA ditetapkan
dengan Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD
Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan
menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis
menjembatani Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang RKPD




1.2,

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 dengan penyusunan RAPBD
Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 agar proses penyusunan
APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 adalah

tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran

kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2021, sebagai

pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya dokumen ini akan

menjadi arah/ pedoman bagi seluruh organisasi perangkat daerah

dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Tujuan lain penyusunan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai

berikut:

a. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan
pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan
RPJMD;

b. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah
dengan aspirasi masyarakat;

c. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai
tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD;

d. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislative
dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan
yang transparan dan akuntabel,;

e. Berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat
dan Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah;




Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2005 tentang Dana Perimbangan,;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun
2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

Perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sistem
informasi yang akurat dan baik sehingga dapat menjadi pedoman
bagi proses pembangunan selanjutnya. Informasi tersebut antara
lain dapat berupa data indikator ekonomi daerah yang dapat
dijadikan dasar perencanaan pembangunan. Adapun indikator
ekonomi daerah antara lain: Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Kontribusi Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Perkapita, Investasi, Inflasi Sektor Pemerintahan, Demografi dan
Ketenagakerjaan, Tingkat Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.
Rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2021
menggambarkan kondisi dan analisis statistik perekonomian
daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian
Kabupaten Rokan Hulu berikut karakteristiknya serta prospek
pendanaan Tahun 2016-2021.

Kerangka ekonomi makro dan pendanaan pembangunan
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memberikan
gambaran ekonomi makro Tahun 2020 dan proyeksi Tahun 2021,
dimana pendanaan pembangunannya dilaksanakan melalui
langkah-langkah kebijakan wuntuk menghadapi tantangan
pembangunan dalam rangka pencapaian pembangunan Tahun
2021.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah
ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting,
memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor—sector potensial,
perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk
pembangunan tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi
basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif
dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis Kkinerja.
Analisis dilakukan berdasarkan pada data dan informasi yang
dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara
lain angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan
ekonomi, inflasi dan lain-lain); kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan dibidang
keuangan negara.




Arah kebijakan ekonomi daerah untuk tahun 2021 tidak
lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2019,
proyeksi tahun 2020 dan prospek serta tantangan perekonomian
tahun 2021. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat
mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan
dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga
mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

a. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam
memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur
ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari
nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha
menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah
terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan
usaha. Selama lima tahun terakhir (2014-2018) struktur
perekonomian Kabupaten Rokan Hulu menurut lapangan
usaha didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha,
diantaranya: pertanian, kehutanan, dan perikanan; industry
pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil,
dan sepeda motor; pertambangan dan penggalian; dan
konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing
lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten
Rokan Hulu.

Pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019
dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan
perikanan, yaitu mencapai 51,17 persen (angka ini menurun
dari 52,65 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha
Industri pengolahan sebesar 25,05 persen (naik dari 23,91
persen di tahun 2015), disusul oleh Ilapangan usaha
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda
motor sebesar 6,26 persen (naik dari 5,54 persen di tahun
2015). Berikutnya lapangan usaha pertambangan dan
penggalian sebesar 5,79 persen (turun dari 6,25 persen di
tahun 2015) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 3,89
persen (naik dari 3,59 persen di tahun 2015).

b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro
untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu
wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan
perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang
bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan
ekononomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah
barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha
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kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun
waktu satu tahun. Berdasarkan harga konstan 2010 Nilai
PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019 meningkat.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi
di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh
inflasi. Nilai PDRB Rokan Hulu atas dasar harga konstan,
mencapai 25.106.87 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari
23.927,78 miliar rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut
menunjukan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan
ekonomi sebesar 4,93 persen, naik sedikit jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang
mencapai 4,17 persen. Pada tahun 2019 tercatat hampir
seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif.
Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang
mempunyai pengaruh terbesar dalam  perekonomian
kabupaten Rokan Hulu mengalami kenaikan sedikit
pertumbuhan. Naiknya pertumbuhan lapangan usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan karena adanya program
pemerintah dalam peremajaan/Replanting kebun sawit rakyat
pada beberapa kecamatan, Lapangan usaha pertambangan
dan penggalian menjadi penyelamat perekonomian Kabupaten
Rokan Hulu agar tidak terpuruk lebih dalam. Penemuan
sumur baru di kecamatan Kunto Darussalam yang sudah di
eksplorasi oleh Pertamian Hulu Energy (PHE) Siak. Rata - rata
produksi minyak pda september 2018 sebesar 1.870 bopd atau
sebesar 102,5 persen dari target yang ditetapkan yaitu 1.787
bopd, Kemudian lapangan usaha industry pengolahan
mengalami pertumbuhan yang lebih cepat di banding tahun
sebelumnya, hal ini berkaitan dengan industry kelapa sawit
yang merupakan komoditas utama di kabupaten Rokan Hulu,
ditambahlagi adanya program Mandatori B30 (campuran
biodiesel 30 % dan 70 % BBM jenis solar) untuk meningkatkan
penggunaan bahan bakar nabati (BBN) Biodiesel sebagai
campuran BBM guna mendorong pemanfaatan energy baru
terbarukan (EBT) di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
Jasa Kesehatan dan kegiatan social yaitu sebesar 9,99 persen.
Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya
mengalami pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha
mengalami pertumbuhan positif di atas tujuh persen.
Sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya berturut-
turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih
rendah, yaitu kurang dari tujuh persen.




Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif
sebesar tujuh persen keatas tersebut antara lain: lapangan
usaha jasa Kesehatan dan kegiatan social sebesar 9,99 persen,
Lapangan usaha Informasi dan komunikasi sebesar 7,98
persen, lapangan usaha lainnya sebesar 9,02 persen,.
Sedangkan sebelas lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan positif kurang dari7 (tujuh) persen adalah
Lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan 4,31
persen, Lapangan usaha Pertambangan dan penggalian
sebesar 0,60 persen, lapangan usaha Industri pengolahan
sebesar 6,79 persen, lapangan usaha Pengadaan listrik dan
gas sebesar 3,70 persen, lapangan usaha Pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 1,71
persen, lapangan konstruksi sebesar 6,31 persen,
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda
motor tercatat sebesar 6,27 persen, lapangan usaha
Transportasi dan pergudangan sebesar 4,71 persen, lapangan
usaha Real estate sebesar 3,04 persen, lapangan usaha Jasa
perusahaan sebesar 6,72 persen, Lapangan usaha
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social
wajin sebesar 1,01persen, Lapangan usaha pendidikan sebesar
5,22 persen.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang
merupakan hasil bagian tara nilai tambah yang dihasilkan
oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah pendudukakan
mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar
kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber
daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah
tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang
penduduk. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu atas
dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa
mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita
tercatat sebesar 44,429,98 juta rupiah. Secara nominal terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 48,993,74
juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup
tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah
Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan




berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh
Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja
daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan
keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil)
keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah

Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021 masih akan diarahkan
pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan
intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan
akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong
pertumbuhan PAD kedepannya. Dari sisi dana perimbangan,
komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama
bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi
komponen utama pendapatan daerah, hal ini dikaitkan
dengan ditemukannya sumber-sumber minyak baru yang
sudah di ekplorasi maupun yang masih dalam tahap survey di
beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan
pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan
sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat dan provinsi
terutama untuk dana Bantuan Keuangan dan DAK. Komponen
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih
diharapkanperkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari
provinsi yang periode sebelumya terus meningkat dari tahun
ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya. Upaya-upaya
yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah
antara lain sebagai berikut:

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan
retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip
keadilan dengan menghindari pemajakan berganda serta
tidak memberatkan masyarakat;

b. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara
maksimal seperti: menginventarisasi terhadap semua
lahan perkebunan, menginventarisasi serta perbaikan data
wajib pajak, menginventarisasi dan memungut pajak
penerangan jalan bukan PLN terhadap perusahaan yang
beroperasi diwilayah Kabupaten Rokan Hulu;

c. Mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Daerah
agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;

d. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya
peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;




e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang
berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;

f. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur
pengelolaan pelayanan.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah  Kebijakan  belanja daerah tahun 2021
memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja wajib yang
dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bunga, belanja
barang dan jasa. Belanja diprioritaskan pada pengeluaran
wajib dan mengikat serta prioritas utama serta pemenuhan
kebutuhan aparatur. Kemudian baru dialokasikan pada
program prioritas OPD. Bantuan keuangan kepada pemerintah
desa tetap akan menjadi prioritas utama dalam pengalokasian
anggaran belanja daerah. Besaran bantuan keuangan ini
nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dengan alokasi setiap desa berdasarkan kriteria yang
telah ditentukan. Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah,
dapat dibuat analisis untuk memperoleh gambaran kebutuhan
belanja tidak langsung daerah, belanja langsung dan
pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat
serta prioritas utama.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah
pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang
ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.Belanja
daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan
dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasiltas umum yang layak serta
mengembangkan sistem jaminan sosial, disamping tetap
menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam
penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan
efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas,
yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-
program strategis daerah, kemudian belanja daerah juga
memperhatikan mandatori yang sudah di atur dalam
peraturan perundang-undangan.
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BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman
untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional
serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilakukan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan
Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money
follows program dengan cara memastikan program bermanfaat
yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu,
pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya
koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan
prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun
2021. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2021.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah
“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”
maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri,
Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem
Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus
dicapai antara lain :

a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan
tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;

b. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM
menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379,
tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;

c. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu
kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional:
Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-
5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3.5%-5,2%, Maluku
5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%-5,8%.




Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut dalam
penyusunan RKPD Tahun 2021 guna mendukung pencapaian Visi
dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan
utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun
SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan
kerja sama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi
dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan
wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk
regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama
menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang
mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai
Pemberdayaan UMKM;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi
yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka melaksanakan 5 (lima)
arahan Presiden tersebut Pemerintah Daerah harus mendukung
tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai
dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat
keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional
dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara
pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah
kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang
dituangkan dalam RKPD.

7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2021
dimaksud, meliputi:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan,;
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3.2.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan

Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan
Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

o

Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu bertekad melakukan
pembangunan yang berkualitas. Pentingnya sinergi antara
pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan Tujuh agenda
pembangunan yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 - 2024
yaitu : Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas
berkeadilan, Pengembangan wilayah untuk mengurangi
kesenjangan, SDM berkualitas dan berdaya saing, Revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan, Infrastruktur untuk ekonomi dan
palayaann dasar, Lingkungan hidup ketahanan bencana dan
perubahan iklim, stabilitas polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 merupakan
lanjutan dari tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten
Rokan Hulu Tahun 2016-2021, tetap diarahkan pada
penyelesaian isu-isu strategis yang dilandaskan pada pencapaian.
visi dan misi Kabupaten Rokan Hulu serta mempertimbangkan
permasalahan yang muncul dari hasil evaluasi pembangunan
Tahun 2020 dan dengan melihat fakta dan tantangan Tahun
2021, Pada tahun 2020 secara global muncul kasus pandemi
covid-19 yang telah menginfeksi jutaan orang diseluruh dunia dan
banyak memakan korban jiwa, kemudian secara umum Negara-
negara di seluruh dunia melakukan pembatasan kegiatan
ekonomi dan sosial sehingga mengakibatkan tidak bergeraknya
perekonomian dan banyak menimbulkan persoalan baru,
meningkatnya jumlah penduduk miskin, naiknya angka
penggangguran.

Kebijakan pembangunan tahun 2021 diarahkan untuk
pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemic Covid 19 dan
pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendukung untuk menjaga
konektivitas desa dan kota serta melanjutkan kebijakan tahun
sebelumnya.




Kemudian ada beberapa indikator makro pembangunan
mengalami koreksi dari target RPJMD akibat perkembangan
pandemi covid 19 secara global dan perkembangan capaian
pembangunan selama beberapa tahun terakhir, antara lain :
Pertumbuhan ekonomi dari target RPJMD 7,66 persen mengalami
koreksi menjadi 4,95 persen, Persentase penduduk miskin target
semula 8 persen di koreksi menjadi 9,7 persen, tingkat
penggangguran terbuka target semula 3,7 persen di koreksi
menjadi 5 persen, PDRB Perkapita target semula 58,05 Juta di
koreksi menjadi 49,9 Juta.

Dalam RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Rokan
Hulu akan fokus pada 5 (lima) prioritas pembangunan daerah.
Kesemua prioritas pembangunan daerah tersebut diarahkan
terutama untuk mendukung Indonesia berpenghasilan menengah-
tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.

Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan dari
semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan
secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Semuanya
secara utuh mengacu kepada RPJMD dan pelaksanaannya secara
terpadu dan sinergis dalam RKP Nasional dan RKPD Propinsi
Riau.

Pada rancangan Awal RKPD tahun 2021 Kabupaten Rokan
Hulu tema pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Yang
Terintegrasi Yang Berkelanjutan Dengan Peningkatan Daya Saing
Sumber Daya Manusia Yang Handal’, kemudian Tema dan
Prioritas ini di lakukan penyesuaian sesuai dengan adanya
pandemic covid-19 yang telah merubah semua tatanan
kehidupan, sehingga Tema RKPD tahun 2021 menjadi :

“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI
SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF YANG
TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN DENGAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBERDAYA
MANUSIA”

Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021
adalah sebagai berikut:

1. Penguatan produktivitas pertanian dan perikanan serta
produk olahan turunan secara berkelanjutan.

2. Memantapkan keterpaduan pembangunan infrastruktur antar
daerah mendukung pembangunan pariwisata daerah dan
pertanian.

e
=
w

e




Memantapkan kualitas sumberdaya manusia dengan
memastikan tersedianya layanan pendidikan dan kesehatan
berkualitas serta layanan dasar lainnya secara berkelanjutan.
Pemantapan kualitas tata kelola pemerintah dengan
membangun sistem monitoring dan evaluasi terintegratif yang
berorientasi hasil untuk pelayanan publik yang memuaskan.
Menjamin keberlanjutan keadaan yang kondusif dan
keharmonisan hubungan dalam keanekaragaman budaya dan
agama untuk mendukung investasi dalam peningkatan
ekonomi daerah.




BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang

diproyeksikan untuk tahun anggaran 2021.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Rokan Hulu meliputi pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kebijakan pendapatan

daerah Kabupaten Rokan Hulu ditahun 2021 diarahkan pada :

1. Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip
profesionalitas, efisiensi dan transparan,;

2. Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan
konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI)
melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta
memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran
kepada masyarakat;

3. Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian
keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; dan

4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi terkait pendapatan transfer dan sumber-
sumber pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah
yang sah.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah.

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten
Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021 masih terus diarahkan pada
Optimalisasi PAD melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak dan retribusi daerah, yang diharapkan menjadi upaya
terpenting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya.

Dari sisi Pendapatan Transfer, untuk memacu percepatan
pembangunan  pemerintah  daerah  berkomitmen  untuk
memperoleh sebanyak-banyaknya pendapatan yang diterima
daerah dari Pemerintah Pusat melalui Peningkatan koordinasi
dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi khususnya
pendapatan berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah
maupun Dana Bagi Hasil maupun Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi Riau.




Disisi lain, yakni Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah juga menjadi prioritas daerah, mengingat pada
sisi pendapatan ini merupakan pendapatan Dana Desa dari
Pemerintah Pusat. Namun, ditahap Rancangan Kebijakan Umum
APBD TA.2021 ini belum mengestimasi target pendapatan
tersebut mengingat belum terbitnya dasar hukum yang
mendasarinya.

Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2020, yang tertuang
didalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020, bahwa jumlah pendapatan sebesar
Rp.1,438,623,273,165, yang terdiri dari PAD  sebesar
Rp. 144,595,922,225.00, Dana Perimbangan sebesar
Rp. 1,017,074,224,200.00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah sebesar Rp.276,953,126,740.00. Sedangkan didalam
Kebijakan Umum APBD TA.2021, pendapatan direncanakan
sebesar Rp. 1,115,482,824,248.00, yang terdiri dari PAD sebesar
Rp. 143,122,961,858.00, dan Pendapatan Transfer sebesar
Rp. 972,359,862,390.00.

Perkiraan Pendapatan Daerah pada Rancangan Kebijakan
Umum APBD TA.2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perkiraan Pendapatan Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2021

Kode Uraian Jumlah

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 143,122,961,858.00
4.1.01 Pajak Daerah 71,099,599,000.00
4.1.02 Retribusi Daerah 10,174,398,000.00
4.1.03 giapsilsl‘a:ekr;gnelolaan Kekayaan Daerah yang 2.153,000,000.00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 59,695,964,858.00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 972,359,862,390.00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 870,941,657,157.00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 101,418,205,233.00

Jumlah Pendapatan 1,115,482,824,248.00
(=}
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BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja.

Kebijakan atas Belanja daerah diarahkan pada capaian target
prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan
tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai
aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan
ekonomi.

Belanja Daerah selain diarahkan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur
pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur
kewilayahan, serta unsur pemerintahan umum.

Didalam penggunaan belanja daerah, difokuskan pada
kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik,
pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut,
didalam Rancangan Kebijakan Umum APBD TA.2021 Pemerintah
Daerah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Daerah yang besarannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja
untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, dan Belanja Alokasi Dana
Desa (ADD).

Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
belanja tidak terduga.
a. Belanja Operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
yang terdiri dari :
1. Belanja Pegawai;
Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil
Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai
ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 557,719,565,273.00.




2. Belanja Barang dan Jasa;
Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak ketiga, dengan anggaran
sebesar Rp. 339,004,866,733.00.

3. Belanja Hibah;

Diberikan kepada badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
dan/atau telah terdaftar, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dengan anggaran sebesar
Rp. 36,276,250,000.00.

4. Belanja Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,
dengan anggaran sebesar Rp. 6,668,400,000.00.

b. Belanja Modal
Merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap
yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset.
Aset tetap tersebut dianggarkan dalam belanja modal sebesar
harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
siap digunakan, dengan anggaran Belanja Modal sebesar
Rp. 107,029,147,945.00.

c. Belanja Tidak Terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya, dengan anggaran sebesar
Rp.5.000.000.000.
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d. Belanja Transfer
Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa, seperti Belanja Bagi Hasil Pajak
Kepada Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berupa

Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan
untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021,
dengan anggaran sebesar Rp. 97,171,928,416.00.

Tabel 2

Perkiraan Belanja Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2021

Kode Uraian Jumliah
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 939,669,@2,,995,;;0_; =
5.1.01 Belanja Pegawai 557,719,565,273.00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339,004,866,733.00
5.1.05 Belanja Hibah 36,276,250,000.00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6,668,400,000.00
5.2 BELANJA MODAL 107,029,147,945.00
5.2.01 Belanja Modal Tanah 938,000,000.00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11,720,710,945.00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 36,601,788,000.00
52.04 ?r?;zrga Modal Jalan, Jaringan, dan 57,413,249,000.00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 355,400,000.00
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5,000,000,000.00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00
5.4 BELANJA TRANSFER 97,171,928,416.00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8,127,399,700.00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 89,044,528,716.00
Jumlah Belanja 1,148,870,158,367.00
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BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan.

Pembiayaan  merupakan transaksi keuangan yang
dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan
belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut dapat bersumber
dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA),
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali
pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Untuk
ditahun 2021, Sisa Lebih perhitungan anggaran sebelumnya
(SiLPA) yakni tahun anggaran 2020 diestimasi bersumber atas
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan
yang masuk ke Kas Daerah pada akhir tahun anggaran dan
Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Sampai dengan sekarang Kabupaten Rokan Hulu belum
menetapkan arah kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah,
sehingga bila terjadi surplus anggaran belum dapat diantisipasi
dengan kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada jenis-
jenis pengeluaran pembiayaan daerah seperti penyelesaian
pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 3
Pembiayaan Daerah
pada Kebijakan Umum APBD TA.2021

Kode Uraian Jumlah
6 PEMBIAYAAN - S
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN  33,387,334,119.00
6.1.01 gssell.frzl:;;erhltungan Anggaran Tahun 33,387,334,119.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 33,387,334,119.00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan ; =

Pembiayaan Netto 33,387,334,119.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Daerah Tahun Berkenaan




BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya,

upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan
daerah antara lain sebagai berikut:

as

Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan
retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan
dengan menghindari pemajakan berganda serta tidak memberatkan
masyarakat;

Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara maksimal
seperti: menginventarisasi terhadap semua lahan perkebunan,
menginventarisasi serta  perbaikan data  wajib  pajak,
menginventarisasi dan memungut pajak penerangan jalan bukan
PLN terhadap perusahaan yang beroperasi diwilayah Kabupaten
Rokan Hulu;

Mendorong berkembangnya Badan Usaha Milik Daerah agar
menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;

Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya
peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;

Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan
terhadap sumber-sumber pendapatan;

Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan
pelayanan;

Pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip
profesionalitas, efisiensi dan transparan;

Peningkatan kualitas pelayanan dengan mengembangkan konsep
pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui
penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak
alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
Optimalisasi PAD sebagai upaya membangun kemandirian
keuangan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak dan retribusi daerah; dan

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi terkait pendapatan transfer dan sumber-sumber
pendapatan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan
PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2021.




